
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 31                                 TAHUN 2022 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR     31     TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuian 

dan penataan kembali; 

 b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam 

rangka penyesuaian keanggotaan tim evaluasi usulan belanja 

Hibah dan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan perencanaan dan pembangunan Daerah; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara  

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indoensia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 18) diubah 

sebagai berikut:  

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, 

Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan belanja 

Hibah secara tertulis kepada Gubernur. 

(2) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan bidang 

penyelenggaraan urusan dan kewenangan pemerintahan di 

Daerah untuk melakukan evaluasi usulan belanja Hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap keabsahan 

dan kelayakan setiap usulan permohonan belanja Hibah. 

(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Perangkat Daerah membentuk tim evaluasi. 

(4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

melibatkan Inspektorat Daerah dan/atau Perangkat Daerah 

teknis lainnya. 

 



(5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Perangkat Daerah menyusun pedoman evaluasi yang memuat 

tata cara evaluasi dan substansi evaluasi. 

(6) Untuk usulan belanja Hibah di luar yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah teknis, sepanjang dalam melaksanakan 

urusan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk 

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan Pemerintah Daerah, evaluasi dilaksanakan oleh biro 

pada Sekretariat Daerah. 

(7) Format evaluasi usulan belanja Hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama 

penerima dan besaran belanja Hibah kepada Ketua TAPD 

ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

(2) Format daftar nama penerima dan besaran belanja Hibah 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(3) Daftar nama penerima dan besaran belanja Hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 

pencantuman dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran APBD pada tahun anggaran berkenaan.  

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 34 

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama 

penerima dan besaran penerima belanja Bantuan Sosial yang 

direncanakan kepada Ketua TAPD ditembuskan kepada Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi                

Nusa Tenggara Barat. 

(2) Format daftar nama penerima dan besaran penerima belanja 

Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaiamana yang 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan XI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

(3) Daftar nama penerima belanja Bantuan Sosial yang 

direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

dasar pencantuman dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur 

tentang Penjabaran APBD pada tahun anggaran berkenaan. 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal  18 April 2022 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

                         ttd 

 

         H. ZULKIEFLIMANSYAH 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal  18 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

ttd 

  

              H. LALU GITA ARIADI  

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR  31 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

    H. RUSLAN ABDUL GANI 

 NIP. 19651231 199303 1 135 

 

 

 

 


